
 

 

 

 

WALIKOTA BENGKULU 
 

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU 
NOMOR  17  TAHUN 2014 

 

TENTANG 
 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BENGKULU 
PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK 

BENGKULU 
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BENGKULU, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan 

kegiatan usaha dan penguatan modal 
perusahaan serta mendukung 
peningkatan pendapatan asli daerah 

perlu untuk melakukan Penambahan 
Penyertaan Modal Pemerintah Kota 
Bengkulu pada PT. Bank Bengkulu; 
 

  b. Bahwa Penyertaan Modal Pemerintah 
Kota Bengkulu pada PT. Bank 
Bengkulu perlu ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah; 
 



 

 

 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan huruf b perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Penyertaan 
Modal Pemerintah Kota Bengkulu  
Pada PT. Bank bengkulu; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 

1956 tentang  Pembentukan Daerah 
Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan 
Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1091); 

  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 

1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
3472) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan Negara  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 

1998 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
3790); 



 

 

 

 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 



 

 

 

2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

  9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2005 tentang Pengeloaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 



 

 

 

Pemerintahan Kabupaten/Kota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Noimor 4737); 
 

 
 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 
2008 tentang Investasi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4812); 

 
  13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu 

Nomor 02 tahun 2009 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Bengkulu 

2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Bengkulu Nomor 01); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU 

Dan 

WALIKOTA BENGKULU 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU 

TENTANG PENYERTAAN MODAL 



 

 

 

PEMERINTAH KOTA BENGKULU PADA 

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. 
BANK BENGKULU. 

   
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 

1. Daerah adalah Kota Bengkulu. 

2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan 

perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Kota 
Bengkulu.   

3. Walikota adalah Walikota Bengkulu. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 
sebagai unsur Penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintah daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh 
pemerintah kota dan DPRD dan 
ditetapkan dengan peraturan daerah. 

6. Modal adalah kekayaan atau barang 
daerah baik yang dimiliki  atau 

dikuasai oleh pemerintah daerah yang 



 

 

 

berwujud maupun yang tidak 

berwujud, yang bergerak maupun yang 
tidak bergerak beserta bagian-

bagiannya ataupun yang merupakan 
satuan tertentu yang dapat dinilai, 
dihitung, diukur atau ditimbang. 

 

7. PT. Bank Bengkulu adalah perseroan 

terbatas PT. Bank Pembangunan 
Daerah Bengkulu. 

8. Penyerahan Modal adalah bentuk 

investasi pemerintah kota pada badan 
usaha dengan mendapat hak 
kepemilikan, dalam jangka panjang 

sehingga dapat meningkatkan 
kemampuan keuangan pemerintah 

daerah dalam rangka meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat. 

9. Saham adalah tanda penyerahan atau 

kepemilikan  seseorang atau badan 
dalam suatu perusahaan terbatas yang 

berwujud selembar kertas yang 
menerangkan kepemilikannya. 

   

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

 

(1) Maksud penyertaan modal daerah 

adalah untuk memperkuat struktur 



 

 

 

permodalan PT. Bank Bengkulu dan 

meningkatkan kapasitas usaha guna 
memperoleh manfaat ekonomi serta 

mendorong pertumbuhan 
perekonomian daerah. 
 

(2) Tujuan penyertaan modal adalah untuk 
meningkatkan produktivitas kinerja PT. 
Bank Bengkulu yang efektif, efisien 

sekaligus dapat memberikan kontribusi 
kepada Peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) dari bagian laba yang 

diperolehnya guna menunjang 
pembangunan daerah. 

   
BAB III 

PENYERTAAN DAN PENAMBAHAN MODAL 

Pasal 3 
 

Pemerintah Kota melakukan penyertaan 
modal dan penambahan penyertaan modal 
ke dalam saham PT. Bank Bengkulu. 

 
Pasal 4 

 

(1) Penyertaan modal Pemerintah Kota 
Bengkulu kepada PT. Bank Bengkulu 

ditetapkan dalam bentuk uang. 

(2) Nilai penyertaan modal sampai dengan 
Tahun2012 ditetapkan sebesar Rp. 

9.745.000.000,00 (sembilan milyar 
tujuh ratus empat puluh lima juta 



 

 

 

rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 

a. Penyertaan modal Tahun 2000 
sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus 

tiga puluh juta rupiah); 

b. Penambahan Penyertaan modal 
Tahun 2004 sebesar Rp. 

325.000.000,00 (tiga ratus dua 
puluh lima juta rupiah); 

c. Penambahan Penyertaan modal 
Tahun 2005 sebesar Rp. 
500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah); 

d. Penambahan Penyertaan modal 
Tahun 2006 sebesar Rp. 

2.290.000.000,00 (dua milyar dua 
ratus sembilan puluh juta rupiah); 

e. Penambahan Penyertaan modal 
Tahun 2007 sebesar Rp. 
2.000.000.000,00 (Dua milyar 

rupiah); 

f. Penambahan Penyertaan modal 

Tahun 2008 sebesar Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar 
rupiah); 

g. Penambahan Penyertaan modal 
Tahun 2009 sebesar Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah); 

h. Penambahan Penyertaan modal 

Tahun 2010 sebesar Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar 



 

 

 

rupiah); 

i. Penambahan Penyertaan modal 
Tahun 2011 sebesar Rp. 

500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah); 

j. Penambahan Penyertaan modal 

Tahun 2012 sebesar Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah); 

(3) Penambahan Modal dan Penyertaan 
modal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) bersumber dari kekayaan 
daerah yang dipisahkan yang berasal 
dari APBD Kota masing-masing pada 

tahun anggaran 2000, tahun anggaran 
2004 tahun anggaran 2005, tahun 

anggaran 2006, tahun anggaran 2007, 
tahun anggaran 2008, tahun anggaran 
2009, tahun anggaran 2010, tahun 

anggaran 2011 dan tahun anggaran 
2012; 

   
Pasal 5 

 

Penambahan Penyertaan modal Pemerintah 
Kota kepada PT. Bank Bengkulu untuk 
tahun 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 

(satu milyar lima ratus juta rupiah) 
bersumber dari kekayaan daerah yang 

dipisahkan yang berasal dari APBD Kota 
Tahun Anggaran 2013. 

 



 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 
 

Pasal 6 
 

Pemerintah Kota sewaktu-waktu dapat 

menambah penyertaan modal kepada PT. 
Bank Bengkulu sesuai dengan kemampuan 

keuangan daerah. 
 
 

 
 
 

Pasal 7 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kota Bengkulu. 

 

  Ditetapkan di Bengkulu 
pada tangga 11 
Desember 2013 

 
WALIKOTA BENGKULU, 

 
dto                       

 

H. HELMI HASAN 



 

 

 

 

 
Diundangkan di Bengkulu 

pada tanggal 11 Desember 2013 
  
SEKRETARIS DAERAH KOTA 

BENGKULU, 
 

   to                       
 

                    H.YADI 

 
LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 
.17.... 

 

Disalin Sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
 
 
 

ZOHRI KUSNADI, SH, MH 
Pembina Tk. I/IV.b 
NIP. 19630412 199403 1 005 

 

 

 

 


